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Jaksa sebagai pengacara negara bewenang melakukan tugas bantuan 
hukum di bidang perdata secara litigasi (dalam pengadilan) atas nama negara atau 
pemerintah berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004. Berdasarkan 
pasal tersebut, seharusnya Jaksa dapat menjadi kuasa hukum dalam 
menyelesaikan perkara perdata mewakili negara atau pemerintah guna 
menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan 
pemerintah. Namun, fenomena yang terjadi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 
bahwa sedikitnya perkara perdata yang ditangani atau masuk di unit datun 
(perdata dan tata usaha negara) pada bidang tugas bantuan hukum (litigasi) selama 
kurun waktu 5 tahun yakni hanya 11 perkara, karena para lembaga 
pemerintah/BUMN/BUMD Pekanbaru dalam membela kepentingannya di 
pengadilan tidak menggunakan jasa bantuan hukum Pengacara Negara Kejaksaan 
Negeri Pekanbaru, melainkan menggunakan firma hukum luar atau biro hukum di 
masing-masing lembaga tersebut.  
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan 
tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang 
perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta faktor 
penghambat pelaksanaan tugas tersebut. Sedangkan manfaat dari penelitian ini 
adalah diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu 
hukum (Hukum Tata Negara), utamanya yang berkaitan dengan masalah 
pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara 
di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan 
metode pendekatan efektivitas hukum. Metode pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah sampel non-probability sampling dengan teknik purposive 
sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangaan tertentu. Adapun 
sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri 
atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dianalisa menggunakan 
analisis kualitatif yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, 
yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. 
Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh kesimpulan, pertama 
pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara 
di bidang perdata litigasi sebagaimana termaktub dalam pasal 30 ayat 2 UU No.16 
Tahun 2004 di Kejaksaan Negeri Pekanabaru belum berjalan maksimal. Kedua, 
disebabkan oleh beberapa faktor yakni: Rata-rata para lembaga pemerintah, 
BUMN dan BUMD Pekanbaru masih tidak memahami dan mengetahui fungsi 
kejaksaan dalam bidang penanganan perdata; masing-masing lembaga rata-rata 
sudah memiliki biro hukum tersendiri untuk mewakili kepentingan para lembaga 
tersebut; ada rasa segan dari lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD untuk 
menggunakan Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingannya; 
penggunaan jasa Pengacara Negara kejaksaan tidak bersifat mandatory atau 
kewajiban, melainkan optional atau pilihan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Konsep negara hukum selalu terkait dengan istilah rechtsstaat dan the rule 
of law. Konsep negara hukum rechtsstaat yang berkembang di Eropa Kontinental 
dipelopori antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan 
lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu rechtsstaat
1
. Sedangkan 
konsep the rule of law berkembang di negara Anglo Saxon yang dipelopori oleh 
A.V. Dicey, prinsip rule of law yang berkembang di negara sistem hukum Anglo 
Saxon  tersebut menjadi jargon the rule of law, and not of man, yaitu yang 




Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca perubahan, bahwa negara 
Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukum
3
, artinya setiap 
                                                 
 
1
 Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah rechtsstaat itu 
mencakup empat elemen penting, yaitu (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian 
kekuasaan, (3)  pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) peradilan tata usaha negara. Jimly 
Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 121-
122. 
2
 A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang 
disebutnya dengan istilah the rule of law, yaitu: (1) Supremacy of Law (2) Equality Before The 
Law (3) Due Process of Law. Prinsip-prinsip konsep negara hukum rechtsstaat yang 
dikembangkan oleh Julius Stahl pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip rule of 
law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman 
sekarang. Bahkan, oleh The International Commission of Jurists, prinsip-prinsip negara hukum itu 
ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (Independence and Impartiality 
of Judiciary) yang pada zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara 
demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut The International 
Commission of Jurists  itu adalah (1) negara harus tunduk pada hukum, (2) pemerintah 
menghormati hak-hak individu, (3) peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ibid. 
3
 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”, negara hukum yang 





sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan 
sesuai hukum
4
. Menurut R.Djokosutomo bahwa negara hukum Indonesia adalah 
berdasarkan kedaulatan hukum, hukumlah yang berdaulat
5
. Jadi, negara hukum 
atau negara berdasarkan hukum ialah negara yang pemerintahan, masyarakat dan 
rakyatnya dalam bertindak selalu mengedepankan dan menegakan hukum dengan 
legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
6
   
Suatu negara yang hendak dipahami sebagai negara hukum, dalam kesatuan 
sistemnya harus terdapat (1) elemen kelembagaan (elemen institusional), (2) 
elemen kaedah aturan (elemen instrumental), dan (3) elemen perilaku para subjek 
hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan 
itu (elemen subjektif dan kultural).
7
  
                                                                                                                                     
keadilan, tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Penggunaan istilah 
rechtsstaat telah dihapus dari undang-undang dasar sejalan dengan peniadaan unsur ”penjelasan” 
setelah dilakukannya empat kali perubahan pada undang-undang dasar. Istilah resmi yang dipakai 
adalah seperti dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) “Negara Hukum” yang bisa menyerap substansi 
rechtsstaat dan the rule of law sekaligus. MPR RI, Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan TAP 
MPR RI, (Jakarta : Sekretariat Jenderal RI, 2015), h. 68. 
4
 Nur Hidayat, “Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 ayat 
(3) UUD 1945 Pasca Amandemen ke Tiga”. UIR Law Review. Vol. 01 No. 2, Oktober 2017, h. 
196. 
5
 Hukumlah yang berdaulat, negara adalah merupakan subjek hukum dalam arti rechtsstaat 
(badan hukum republik), karena negara dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah 
dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Dalam penjelasan UUD 
1945, dikatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas 
kekuasaan belaka (machsstaat). Oleh karena itu, negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya 
atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum. Menurut Ismail Suny dalam 
brosurnya “Mekanisme Demokrasi Pancasila”, mengatakan bahwa negara hukum Indonesia 
memuat unsur-unsur : (1) menjunjung tinggi hukum, (2) adanya pembagian kekuasaan, (3) adanya 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk 
mempertahankannya, (4) dimungkinkan adanya peradilan administrasi. Kansil dan Christine S.T. 
Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 86-87. 
6
Astim Riyanto, Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Akutalisasinya, (Bandung : Yapemdo, 
2006), h. 28.  
7
 Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (law making), 
(b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (law administrating), dan (c) kegiatan peradilan 
atas pelanggaran hukum (law adjudicating). Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai 
kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (law enforcement) yang di bidang pidana 
melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau di bidang perdata 





Untuk mewujudkan konsep negara hukum sebagai sebuah cita-cita bangsa, 
maka diperlukan salah satunya yakni elemen kelembagaan (elemen institusional) 
di bidang peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating) atau biasa disebut 
sebagai kegiatan penegakan hukum (law enforcement) yang melibatkan peran 
salah satunya yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Eksistensi lembaga 
Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dijelaskan bahwa kejaksaan adalah 
lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang 
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
8
 Kewenangan lain 
tersebut dijelaskan dalam undang-undang yang sama Pasal 30 ayat (2), yang 
berbunyi : 
“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus 





Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga hukum yang 
melaksanakan tindakan pro justitia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dirumuskan, tugas dan 
kewenangan pro justitia kejaksaan meliputi tugas di bidang yustisial dan bidang 
non yustisial. Pada bidang yustisial, tugas jaksa adalah pemeriksaan pendahuluan, 
                                                                                                                                     
(law socialization and law education) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan (e) 
pengelolaan informasi hukum (law information management) sebagai kegiatan penunjang. Kelima 
kegiatan tersebut dibagi ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (i) fungsi legislasi 
dan regulasi, (ii) fungsi eksekutif dan administratif, serta (iii) fungsi yudikatif atau judisial. Organ 
legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan 
organ judikatif adalah birokrasi aparatur penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, 
dan pengadilan. Jimly Asshiddiqie, op.cit., h. 296-297. 
8
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) 
9





meliputi : penyidikan, penyidikan lanjutan dan mengadakan pengawasan dan 
koordinasi alat-alat penyidikan lainnya. Sedangkan tugas non yustisial, antara lain 
adalah mengawasi aliran-aliran kepercayaan atau hal-hal lain yang berupa 
klausula terbuka, sepanjang dipandang dapat membahayakan masyarakat dan 
negara. Misalnya: pelarangan buku-buku karangan Pramoedya Ananta Toer di 
masa Orde Baru, pembredelan koran, dan lain-lain.
10
 
Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat diartikan bahwa kejaksaan yang 
dalam hal ini ditujukan kepada Jaksa, dapat bertindak untuk dan atas nama negara 
baik di luar maupun di dalam pengadilan di bidang perdata maupun tata usaha 
negara berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus, yaitu surat yang berisi 
mengenai pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu 
atau lebih yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang harus 
dilakukan oleh penerima kuasa.
11
 
Jaksa memiliki peranan penting di bidang hukum dalam proses pengadilan, 
baik sebagai penuntut umum maupun sebagai pengacara negara.
12
 Istilah 
pengacara negara ditujukan kepada seorang Jaksa yang mewakili negara atau 
pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Jaksa Pengacara Negara 
atau Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) 
mempunyai tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara yang 
                                                 
10
 Erwin Rompas, Pengawasan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut 
KUHAP, Jurnal Lex Crimen Volume 1, April-Juni 2013, h. 67. 
11
 Juristoffel Simanjuntak, Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara 
Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Jurnal Lex Administratum 
Volume VI Nomor 1, Januari-Maret 2018, h. 153. 
12
 RM Surachman dan Jan S.Maringka, Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai 





meliputi, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan 
hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, 
lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah 
di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan 
kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta 
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
13
 
Salah satu tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara 
Negara di bidang perdata adalah tugas bantuan hukum, sebagaimana termaktub 
dalam pengertian umum poin 10 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-
025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan 
Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di 
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bahwa : 
“Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh 
Jaksa Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah untuk bertindak 
sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus baik secara non litigasi 
maupun litigasi di peradilan perdata serta arbitrase sebagai penggugat / 
penggugat intervensi / pemohon / pelawan / pembantah atau tergugat / tergugat 
intervensi / termohon /  terlawan / terbantah, serta pemberian jasa hukum di 
bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara dan 
pemerintah sebagai tergugat/termohon di Peradilan Tata Usaha Negara dan 
sebagai wakil pemerintah atau menjadi pihak yang berkepentingan dalam 
perkara uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan sebagai 
termohon dalam perkara uji materiil terhadap peraturan di bawah undang-




Eksistensi Jaksa Pengacara Negara semakin memiliki banyak peranan yang 
strategis dalam mata rantai penegakan hukum baik dalam mewakili kepentingan 
negara berdasarkan surat kuasa khusus, maupun melaksanakan fungsi terkait 
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 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan 
Republik Indonesia, Pasal 24 ayat (1) dan (2) 
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penegakan hukum yang diberikan oleh berbagai ketentuan undang-undang.
15
 
Terlebih lagi, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat yang semakin 
kompleks, pesatnya perkembangan hukum dalam dunia usaha, serta semakin 
majemuknya peran negara di tengah kehidupan masyarakat, di situlah peran jaksa 
sebagai pengacara negara dituntut untuk mewakili negara atau pemerintah 
beracara perdata dalam rangka penyelamatan, pemulihan dan perlindungan 
keuangan atau kekayaan negara. 
Namun, fungsi Jaksa sebagai Pengacara Negara di bidang perdata litigasi 
menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 belum banyak 
dikenal oleh lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah 
serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
Kepala Sub Seksi Perdata Jaksa Jefry Armando Putra dan data laporan bantuan 
hukum (litigasi) yang penulis peroleh dari bidang perdata dan tata usaha negara 
(DATUN) Kejaksaan Negeri Pekanbaru, bahwa terhitung mulai dari tahun 2017 
hingga 2021 atau selama kurun waktu 5 tahun, hanya terdapat 11 (sebelas) perkara 




Sedangkan jika dibandingkan dengan data dari direktori putusan web 
Pengadilan Negeri Kelas II Pekanbaru
17
, para lembaga/badan negara, instansi 
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pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) yang ada di Pekanbaru seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara Pekanbaru (KPKNL), 
Kantor Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam beracara 
dipersidangan atau litigasi lebih banyak menggunakan jasa bantuan hukum dari 
lembaga firma hukum luar atau biro hukum dalam institusi tersebut dibandingkan 
menggunakan jasa bantuan hukum dari Pengacara Negara Kejaksaan Negeri 
Pekanbaru. 
Padahal, Jaksa sebagai Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk 
menjadi kuasa hukum dalam menyelesaikan perkara perdata mewakili negara atau 
pemerintah guna menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan 
kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada 
masyarakat. Pemanfaatan keberadaan Jaksa Pengacara Negara dalam praktik 
hanya menjadi wacana bagi lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penugasan Jaksa Pengacara 
Negara bukan hanya untuk mengamankan aset negara, tetapi juga untuk menjaga 
wibawa pemerintah dan aparat pemerintah. 
Pemanfaatan secara lebih optimal terhadap tugas bantuan hukum oleh Jaksa 
Pengacara Negara dapat memberikan keuntungan kepada sesama lembaga negara 
yaitu antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan lembaga/badan negara, 
lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah, 
yakni berupa penghematan pengeluaran negara atau daerah karena menggunakan 





menggunakan jasa firma hukum luar yang dikenakan biaya. Selain itu, 
penggunanaan jasa Jaksa Pengacara Negara oleh negara/pemerintah juga dapat 
memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa sebagai Jaksa Pengacara 
Negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode 
pendekatan efektivitas hukum, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada 
pelaksanaan hukum atau efektif tidaknya suatu hukum yang terjadi/beroperasi 
dimasyarakat, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan dan kendala tugas bantuan hukum perkara perdata litigasi yang 
dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dengan 
harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara (HTN), menjadi 
referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta 
memberikan informasi kepada masyarakat tentang eksistensi tugas bantuan 
hukum kejaksaan.  
Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
lanjut permasalahan tersebut dengan judul “PELAKSANAAN TUGAS 
KEJAKSAAN DALAM HAL BANTUAN HUKUM SEBAGAI 
PENGACARA NEGARA DI BIDANG PERDATA LITIGASI 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 






B. Batasan Masalah  
Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari ruang lingkup topik 
permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada 
pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara 
di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. 
C. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang tersebut adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai 
pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan 
Negeri Pekanbaru ? 
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan 
hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ?  
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapaun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan 





Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. 
b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tugas kejaksaan 
dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata 
litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapaun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Secara Akademis 
Penelitian ini sebagai sarana untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada 
Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 
b. Secara Teoritis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum 
Tata Negara (HTN) terutama yang berkaitan dengan masalah 
pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai 
pengacara negara di bidang perdata litigasi . 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-






c. Secara Praktis 
1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), utamanya 
yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal 
bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. 
2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi tentang pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum 
sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan (input) yang berguna ketika menghadapi 
permasalahan perdata dengan menggunakan jasa bantuan hukum 
kejaksaan sebagai pengacara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2004. 
E. Metodologi Penelitian 
Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian 
ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari 
prosedur dan teknik penelitian. Jadi, metode penelitian merupakan suatu sarana 
pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.
18
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, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah 
yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 
untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 
menganalisisnya. 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini juga 
sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum dalam masyarakat (law in 
action).
20
 Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini sebagai hasil interaksi antara 
hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lain, terutama sosiologi dan antropologi yang 
melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum.
21
 Kegunaan penelitian ini 
untuk melihat bagaimana hukum itu dilaksanakan, termasuk proses penegakan 
hukum (law enforcement), karena akan mengungkap permasalahan-permasalahan 
yang ada pada pelaksanaan dan penegakan hukum.
22
  
Penelitian hukum sosiologis ini menggunakan pendekatan efektivitas 
hukum, yaitu penelitian tentang pelaksanaan hukum atau efektif tidaknya suatu 
hukum yang terjadi/beroperasi dimasyarakat berupa pelaksanaan tugas kejaksaan 
dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
23
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Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang 
menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam 




2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan beserta 
jalan dan kotanya. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat yang diharapkan 
mampu memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian yang 
diangkat. Adapun lokasi penelitian tentang pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal 
bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 
dilakukan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru bertempat di Jalan Jendral Sudirman 
No.295, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau. 
 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini yaitu Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sedangkan 
objek penelitiannya adalah pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum 
sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan 
Negeri Pekanbaru. 
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4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang 
menjadi penelitian.
25
 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala 
Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru berjumlah 1 
orang, Kepala Sub Seksi Perdata Kejaksaan Negeri Pekanbaru berjumlah 1 orang, 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru berjumlah 1 orang, Dinas Pangan, 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau berjumlah 1 orang, Dinas 
Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang, Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru berjumlah 1 orang dan Bank Negara 
Indonesia Cabang Arifin Ahmad Pekanbaru berjumlah 1 orang. 
Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau 
yang menjadi objek penelitian.
26
 Teknik sampling adalah cara untuk menentukan 
sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber 
data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar 
diperoleh sampel yang representatif.
27
  
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel non-
probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangaan tertentu.
28
 Pemilihan sekelompok subjek 
dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang 
mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui 
sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan 
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 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 125. 
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Populasi dan Sampel 
 
No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase Keterangan 
1. 
Kepala Seksi Perdata dan 
Tata Usaha Negara 
Kejaksaan Negeri 
Pekanbaru 
1 1 100% Wawancara 
2. 
Kepala Sub Seksi Perdata 
Kejaksaan Negeri 
Pekanbaru 
1 1 100% Wawancara 
3. 
Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Pekanbaru 
1 1 100% Wawancara 
4. 
Dinas Pangan, Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Riau 
1 1 100% Wawancara 
5. 
Dinas Tenaga Kerja Kota 
Pekanbaru 
1 1 100% Wawancara 
6. 
Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) 
Pekanbaru 
1 1 100% Wawancara 
7. 
Bank Negara Indonesia 
Cabang Arifin Ahmad 
Pekanbaru 
1 1 100% Wawancara 
 
5. Sumber Data 
Dalam penelitian ini ada 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian, 
antara lain : 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 
melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 
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resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
30
 Pada penelitian ini data primer 
diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber mengenai 
pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara 
negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri 
Pekanbaru. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 
dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-
undangan.
31
 Adapun sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu : 
a) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian 
yang dibahas atau bahan hukum yang bersifat autoritatif  (mempunyai 




1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. 
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 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja 





2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 
3) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan 
Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan 
Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 
 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang memberi 
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan 
yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan di bidang 
hukum.
33
 Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-
buku, jurnal, skripsi, makalah-makalah, serta karya ilmiah lainnya yang 
berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal 
bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. Kegunaanya untuk memberi semacam petunjuk 
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c) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai 
bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari 




6. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :  
a. Wawancara 
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. 
Pada penelitian ini, peneliti telah mewawancarai Kepala Seksi Perdata dan 
Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kepala Sub Seksi Perdata 
Kejaksaan Negeri Pekanbaru, perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kota 
(BPN) Pekanbaru, perwakilan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Provinsi Riau, perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kota 
Pekanbaru, perwakilan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Pekanbaru dan perwakilan Bank Negara Indonesia Cabang Arifin 
Ahmad Pekanbaru. 
 
b. Studi Kepustakaan 
Data kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, 
buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.
36
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7. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, tata 
cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan 
responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata
37
. Setelah data terkumpul 
dan dianalisis, selanjutnya penulis menjelaskan data-data tersebut dengan metode 
deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengemukakan data-data yang telah 
diperoleh, lalu dianalisis  sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang 
diperlukan dalam penelitian ini, metode dengan pengumpulan seluruh data yang 
ada
38
, setelah itu mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan kategori-kategori 
dan persamaan jenis, kemudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh 
gambaran yang utuh tentang masalah ini dan diambil kesimpulan dari hal-hal yang 
bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. 
                                                                                                                                     
36
 Ibid., h. 107. 
37




 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gadjah Mada 






BAB II  
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Profil Kejaksaan Negeri Pekanbaru 
Kejaksaan Negeri adalah kejaksaan di ibu kota kabupaten atau kota, dan 
daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.
39
 Kejaksaan Negeri 
Pekanbaru berkedudukan di Kota Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman No.295, 
Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, dipimpin 
oleh bapak Andi Suharlis,S.H.,M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru 
dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Negeri dengan beberapa orang 
unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.  
Kejaksaan Negeri Pekanbaru melaksanakan tugas dan wewenang serta 
fungsi kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa 
Agung. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kejaksaan Negeri 
menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dan Peraturan Jaksa Agung 
RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan 
Repubklik Indonesia.  
B. Tugas dan Fungsi Pokok Kejaksaan Negeri Pekanbaru 
Kejaksaan mempunyai beberapa tugas yaitu : melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.
40
 




1. perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian 
bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan 
tugasnya; 
2. pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, 
administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik 
negara yang menjadi tanggung jawabnya;  
3. pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif 
maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan 
intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian 
bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata 
dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin 
kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan 
kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;  
4. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat 
perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim 
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karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat 
membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;  
5. pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi 
pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di 
daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan 
perundang undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan  
6. koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan 
baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kejaksaan dituntut mampu 
mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran 
berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan 




Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin oleh 
Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala 
Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga 
kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan 
ketahanan bangsa, karena kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara 
proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai 
pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, lembaga kejaksaan 
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sebagai pengendali proses perkara (dominus litis), karena hanya institusi 
kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke 




Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana 
(executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga 
memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat 
mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa 
Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi 
wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan 
wewenang lain berdasarkan undang-undang.
44
 
C. Visi, Misi dan Kode Etik Kejaksaan Negeri Pekanbaru 
1) Visi 
Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional 




Misi Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu :
46
 
a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam 
pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas 
penanganan perkara seluruh tindak pidana penanganan perkara perdataan 






Kejaksaan Negeri Pekanbaru,”Visi Misi Kejaksaan Negeri Pekanbaru”, diakses dari 











tata usaha negara, serta nilai-nilai kepatuhan dalam rangka penegakan 
hukum. 
b. Mewujudkan peran Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam hubungan 
internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara. 
c. Mewujudkan aparatur Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang modern, 
berintegritas, profesional dan akuntabel guna menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok. 
d. Melaksanakan pemahaman dan penataan kembali struktur organisasi 
Kejaksaan Negeri Pekanbaru, pembenahan informasi manajemen terutama 
mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses 
masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan aparatur 
Kejaksaan Negeri Pekanbaru jangka menengah dan jangka panjang tahun 
2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, akan 
peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi 
Informasi (TI). 
e. Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Negeri 
Pekanbaru yang bersih dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam 
pelaksanaan tugas dan wewenang. 
 
3) Kode Etik Kejaksaan Negeri Pekanbaru 
a. Kewajiban Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi yaitu :47 
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1. Menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan 
kedinasan yang berlaku. Jaksa harus mengikuti peraturan-peraturan yang 
berlaku pada saat ini. 
2. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur 
yang ditetapkan. 
3. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai 
keadilan dan kebenaran. 
4. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman opini publik 
secara langsung atau tidak langsung. Seorang Jaksa harus berpendirian 
terhadap dirinya sendiri tanpa gangguan dari orang lain dan tidak boleh 
takut dengan ancaman seseorang. 
5. Bertindak secara objektif dan tidak memihak. Jaksa tidak boleh berpihak 
kepada salah satu tersangkat karena tersangkat masih ada hubungan dengan 
Jaksa. 
6. Memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh 
tersangka atau terdakwa maupun korban. 
7. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak 
hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. 
8. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan 
pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial 
atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung. 








10. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 
11. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan 
sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan 
instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal. 
12. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana. 
13. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur 
yang ditetapkan. 
14. Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan 
pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. 
 
b. Larangan Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi, yaitu :48 
1. Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi 
dan/atau pihak lain. Dalam hal tersebut Jaksa tidak boleh 
menyalahgunakan pekerjaan tersebut dikarenakan Jaksa harus bersikap 
profesional. 
2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Dalam 
menentukan dasar hukum yang akan dikenakan kepada tersangka atau 
terdakwa dalam proses penangan perkara harus sesuai dengan fakta yuridis 
yang ada dan tidak boleh melakukan manipulasi atau memutar balikkan 
fakta yang berakibat melemahkan atau meniadakan ketentuan pidana yang 
seharusnya didakwakan dan dibuktikan. 
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3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan 
secara fisik dan/atau psikis. Larangan untuk melakukan penekanan dengan 
cara mengancam/ manakut-nakuti guna memperoleh keuntungan pribadi 
atau pihak lainnya. 
4. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang 
keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan 
sehubungan dengan jabatannya. Upaya untuk meminta dan/atau menerima 
walaupun tidak ada tindak lanjutnya berupa pemberian atau hadiah 
merupakan pelanggaran menurut ayat ini. Larangan untuk meminta 
dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan termasuk bagi keluarga, 
pada atau dari pihak tertentu dimaksudkan untuk menghindari adanya 
maksud-maksud tertentu sehingga dapat memengaruhi Jaksa dalam 
melaksanakan tugas profesinya. Selain itu, juga dimaksudkan untuk 
menjaga integritas Jaksa. 
5. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, 
mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai 
nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung. Seorang Jaksa tidak 
boleh menangani suatu perkara di mana Jaksa tersebut memiliki hubungan 
keluarga, hubungan suami istri meskipun telah bercerai, hubungan 
pertemanan dan hubungan pekerjaan di luar menjalankan jabatan sebagai 
Jaksa dengan pihak yang sedang diproses, serta kepentingan finansial yang 









6. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apa pun. Jaksa dengan alasan apa 
pun tidak dibenarkan melakukan pembedaan perlakuan terhadap seseorang 
berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, 
status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat 
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan atau 
pelanggaran hak hukumnya. 
7. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan 
hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa semata-mata dalam 
rangka menegakkan hukum dan keadilan, terdapat hal yang tidak perlu 
diketahui oleh publik karena dapat berpengaruh pada proses penegakan 
hukum, untuk itu Jaksa tidak diperbolehkan membuat pernyataan yang 
dapat merugikan penegakan hukum kepada publik. 
8. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis 
perkara yang ditangani. 
D. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pekanbaru 
Gambar II.1 



























































Sumber : Kejaksaan Negeri Pekanbaru
Kepala Kejaksaan Negeri 
Pekanbaru 
Andri Suharlis, S.H.,M.H. 
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 Lambang kejaksaan adalah gambar berupa sebatang tangkai padi dengan 
butir padi berjumlah 22 (dua puluh dua) buah, sebatang tangkai bunga kapas 
berjumlah 7 (tujuh) buah, dan sebilah pedang serta sebuah timbangan di 
antaranya, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Jaksa Agung mengenai 
Lambang Kejaksaan.
49
   
Logo kejaksaan adalah lambang Korps Adhyaksa yang berupa lambang 
kejaksaan ditambah tanda bintang berjumlah 3 (tiga) buah di bagian atas, dan pita 
bertuliskan seloka Satya Adi Wicaksana di bagian bawah.
50
 
1) Bintang bersudut tiga 
Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang 
tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa 
sebagai landasan kejiwaan warga Adyaksa yang harus dihayati dan diamalkan. 
2) Pedang 
Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi 
kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.  
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Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui 
keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.  
4) Padi dan Kapas 
Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang 
menjadi dambaan masyarakat.  
5) Seloka ”Satya Adi Wicaksana” 
Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-
cita setiap warga adhyaksa dan mempunyai arti serta makna :
51
 
a. Satya diartikan kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun 
kepada sesama manusia. 
b. Adi diartikan sebagai kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur 
utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap 
keluarga dan terhadap sesama manusia. 
c. Wicaksana berarti bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, 
khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. 
6) Makna Tata Warna 
a. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam 
gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita. 
b. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan 
pengejaran/pengraihan cita-cita. 
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BAB III  
KAJIAN KEPUSTAKAAN 
 
A. Pengertian Jaksa, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Pengacara Negara 
1. Jaksa 
Secara terminologis, istilah Jaksa berasal dari kata yaksa dalam bahasa 
Sansekerta. Istilah ini dibawa dari India dan berpengaruh pada masa peradaban 
Hindu di Indonesia. Pada masa Majapahit, istilah yaksa digunakan dalam struktur 
yudikatif sejenis dengan istilah adhyaksa, dhyaksa, dan dharmaadhyaksa. Pada 
masa Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389), dhyaksa merupakan jabatan hakim 
yang menangani masalah peradilan di persidangan.
1
  
Jaksa (Sansekerta: adhyaksa; Inggris: prosecutor; bahasa Belanda: officier 
van justitie) adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas 
menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang 
yang diduga telah melanggar hukum.
2
 
Jaksa dalam pengertian umum adalah penuntut dalam suatu perkara. Jaksa 
dalam hal ini mewakili pemerintah, dan merupakan penjabat fungsional yang 
diberi wewenang oleh undang-undang. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, disebutkan bahwa Jaksa adalah 
penjabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak 
sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
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memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-
undang.
54
 Dalam Pasal 1 ayat (4) pada undang-undang yang sama dinyatakan 
bahwa, jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis 




Peran Jaksa bukan hanya terkait dalam bidang pidana sebagai salah salah 
satu subsistemnya. Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa tetap 
berperan sebagai wakil pemerintah, namun bukan sebagai penuntut umum tapi 
sebagai pembela bagi negara. Peran tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Tata Krama 
Adhyaksa, Peraturan Jaksa Agung tentang Kode Etik Kejaksaan dan peraturan 
perundang-undangan lain yang relevan.
56
 
2. Jaksa Penuntut Umum 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bab IV Penyidik dan 
Penuntut Umum bagian ketiga Penuntut Umum Pasal 13 menyatakan bahwa, 
penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 
untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Jaksa 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 butir 6 
menyatakan sebagai berikut :
57
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a. Jaksa adalah penjabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 
hukum.  
3. Jaksa Pengacara Negara 
Dalam institusi Kejaksaan Republik Indonesia terdapat fungsi bidang 
perdata dan tata usaha negara. Khusus untuk bidang perdata, fungsi tersebut telah 
ada sejak sebelum Indonesia merdeka dengan landasan hukum staatblad Nomor 
522 Tahun 1922.
58
 Para Jaksa yang bertugas mewakili negara atau pemerintah 
dalam perkara perdata disebut “Pengacara Wakil Negara”. Namun pada akhirnya 
istilah ini berubah menjadi “Jaksa Pengacara Negara” dengan pertimbangan 
“Jaksa Wakil Negara” tidak menggambarkan adanya peran lembaga kejaksaan.
59
  
Menurut Puspenkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
60
 istilah Jaksa 
Pengacara Negara (JPN) merupakan terjemahan dari “land advocaat” versi Pasal 
3 staatblad 1922 Nomor 522 yang ada pada masa pemerintahan kolonial Belanda. 
Bahkan kejaksaan mengistilahkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara (JAMDATUN) sebagai Kantor Pengacara Negara. Pada masa orde 
lama, pemerintah mengangkat sejumlah Pengacara untuk menempati kedudukan 
sebagai Pengacara Negara. Kedudukan ini sama dengan peran solicitor general di 
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Australia. Solicitor-general di Australia merupakan kantor sendiri dengan 
merekrut Pengacara profesional dan pelaksana bantuan hukum lainnya. 
Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak 
untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 
wewenang kejaksaan di bidang perkara perdata dan tata usaha negara. Sebutan 
Jaksa Pengacara Negara secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan undang-undang 
sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. Justru secara formal, istilah Jaksa Pengacara Negara 
termaktub dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun demikian, istilah “Jaksa 
Pengacara Negara” sudah dipakai oleh lembaga kejaksaan sejak berdirinya unit 
kerja JAMDATUN pada tahun 1922.
61
 
Sebagai kuasa dari instansi pemerintah atau BUMN, Jaksa Pengacara 
Negara diwakili oleh kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan 
Surat Kuasa Khusus (SKK) dan tidak semua Jaksa otomatis menjadi Jaksa 
Pengacara Negara, karena penyebutan itu hanya kepada Jaksa-Jaksa yang secara 




Maka antara Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) terdapat perbedaan lingkup tugas dan kewenangannya. Jaksa Pengacara 
Negara melaksanakan kekuasaan negara pada perkara perdata dan tata usaha 
                                                 
61
 Ibid., h. 51-52. 
62








negara, sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada hakekatnya merupakan Jaksa yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam kasus atau perkara 
pidana. 
B. Eksistensi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara  
1. Tugas Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara 
Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan adalah dalam bidang perdata dan 
tata usaha negara, yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di 
dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
63
 
Kejaksaan sebagai Pengacara Negara memiliki 5 tugas sebagaimana termaktub 
dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu : 
1) Penegakan Hukum 
Penegakan hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk 
mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata 
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka 
memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi 
kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
64
 
2) Bantuan Hukum 
Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh 
Jaksa Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah untuk bertindak 
sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus baik secara non 
litigasi maupun litigasi di peradilan perdata serta arbitrase sebagai 
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penggugat / penggugat intervensi / pemohon / pelawan / pembantah atau 
tergugat / tergugat intervensi / termohon/ terlawan / terbantah, serta 
pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara 
Negara kepada negara dan pemerintah sebagai tergugat / termohon di 
Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai wakil pemerintah atau menjadi 
pihak yang berkepentingan dalam perkara uji materiil undang-undang di 
Mahkamah Konstitusi dan sebagai termohon dalam perkara uji materiil 
terhadap peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.
65
 
3) Pertimbangan Hukum 
Pertimbangan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa 
Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah, dalam bentuk pendapat 
hukum (legal opinion/LO) dan/atau pendampingan hukum (legal 
assistance/LA) di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau audit 
hukum (legal audit) di bidang perdata.
66
 
4) Tindakan Hukum Lain 
Tindakan hukum lain adalah pemberian jasa hukum oleh Jaksa 
Pengacara Negara di luar penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan 
hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan 
memulihkan keuangan/ kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan 
pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau 
















5) Pelayanan Hukum  
Pelayanan hukum adalah pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara 
Negara secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi orang 
perorangan dan badan hukum, terkait masalah perdata dan tata usaha negara 
dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi.
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2. Fungsi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara 
Adapun fungsi kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yaitu: 
1) Menjamin Tegaknya Hukum   
Maksud dari penegakan hukum adalah wewenang kejaksaan di bidang 
perdata untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau 
berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap 
dan mengikat. Menjamin tegaknya dalam rangka melaksanakan tujuan 
hukum itu sendiri seperti memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum 




Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2004 
menerangkan, bahwa kejaksaan dapat bergerak di dalam maupun di luar 
pengadilan dengan surat kuasa khusus, tata bahasa di dalam pasal tersebut 
menerangkan seakan-akan instansi tersebut tidak dapat bergerak atau 




 Ibid., h. 14. 
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menjalankan fungsinya jika tidak ada surat kuasa khusus, dan Jaksa tidak 
dapat bergerak leluasa untuk menjalankan fungsi-fungsi kejaksaan.
70
 
2) Menyelamatkan Keuangan/Kekayaan Negara  
Penyelamatan keuangan/kekayaan negara adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum 
atau pertimbangan hukum di bidang perdata yang diberikan kepada negara 
atau pemerintah dalam menghadapi permasalahan hukum atau potensi 
adanya klaim/tuntutan dari pihak lain.
71
  
3) Memulihkan Keuangan/Kekayaan Negara 
Pemulihan keuangan/kekayaan negara adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan penegakan hukum atau 
dalam memberikan bantuan hukum serta pertimbangan hukum di bidang 
perdata yang diberikan kepada negara atau pemerintah dalam rangka 
melindungi atau memulihkan keuangan/ kekayaan negara.
72
 
4) Menjaga Kewibawaan Pemerintah  
Penegakan kewibawaan pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum di bidang 
tata usaha negara dalam hal menghadapi gugatan penerbitan dan/atau 
dibatalkannya keputusan tata usaha negara, atau permohonan uji materiil 
undang-undang atau permohonan uji materiil peraturan di bawah undang-














undang serta memberikan pertimbangan hukum kepada negara atau 
pemerintah dalam rangka menegakkan kewibawaan pemerintah.
73
 
Perkembangan masyarakat dewasa ini semakin berkembang, bukan 
hanya dalam pembangunan, tetapi juga kesadaran hukum masyarakat 
semakin membaik. Masyarakat tak segan lagi untuk menggugat pemerintah, 
khususnya dalam hal keputusan tata usaha negara dapat digugat di dalam 
peradilan tata usaha negara, begitupun dalam hal keperdataan, hal yang 
dianggap merugikan masyarakat pun dapat digugat dengan peradilan perdata 
dalam Pengadilan Negeri. Dalam hal menjaga kewibawaan pemerintah, 
kejaksaan hanya bersifat pasif. Hal mana seperti disebutkan Pasal 30 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, bahwa kejaksaan dapat 
bertindak dengan kuasa khusus bertindak di dalam maupun diluar 




5) Melindungi Kepentingan Masyarakat  
Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2004, Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas dalam melakukan tindakan 
hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan 
keperdataan negara, pemerintah dan masyarakat berdasarkan jabatan 
maupun kuasa khusus. Jadi, dalam membela kepentingan masyarakat 
kejaksaan dapat bertindak karena jabatan dan kuasa khusus.
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 Himpunan Petunjuk Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2010, h. 29.   
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Berdasarkan surat kuasa khusus, kejaksaan dapat bertindak dalam 
bidang perdata untuk dan atas nama masyarakat, sepintas kondisi seperti ini 
tidak memungkinkan satu persatu masyarakat menyerahkan surat kuasa 
khususnya kepada kejaksaan, kondisi seperti ini terakomodasi oleh konsep 
class action/ gugatan perwakilan kelompok, yakni suatu tata cara pengajuan 
gugatan, yang mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok 
mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus 
mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki 




C. Teori Negara Hukum 
Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan dipertegas 
oleh Asristoteles. Dalam bukunya “Nomoi”, Plato mengemukakan bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato 
tersebut dilanjutkan oleh muridnya Aristoteles, bahwa suatu negara yang baik 
ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.
77
  
Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang 
berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata 
nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan
78
, yang 
dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah 
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norma atau hukum. Sehingga, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide 
kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.
79
  
Konsep negara hukum dianut oleh dua aliran besar, yaitu konsep rechtsstaat  
dan the rule of law. Konsep negara hukum rechtsstaat dianut negara Eropa 
Kontinental seperti Belanda, yang dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, 
Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan konsep negara hukum 
the rule of law yang dianut negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris dan 
Amerika Serikat, dikembangkan atas kepeloporan Albert Venn Dicey. Kedua 
konsep tersebut mengakui adanya supremasi hukum. Sedangkan perbedaannya 
adalah pada negara Anglo Saxon tidak terdapat peradilan administrasi yang 
berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diadili pada 
peradilan yang sama. Sedangkan negara hukum Eropa Kontinental terdapat 
peradilan administrasi yang berdiri sendiri.
80
 
Konsep negara hukum rechtsstaat lahir dari sebuah perjuangan menentang 
absolutisme, sehingga perkembangannya bersifat revolusioner dan bertumpu pada 
sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “modern roman law”. Ciri 
negara hukum pada masa itu dilukiskan sebagai negara penjaga malam 
(nachtwakersstaat), tugas pemerintah dibatasi pada mempertahankan ketertiban 
umum dan keamanan (the openbare order en veiligheid).
81
 Menurut Julius Stahl, 
konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah “rechtsstaat” mencakup 
empat elemen penting atau ciri, yaitu: 
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1. perlindungan hak asasi manusia; 
2. pembagian kekuasaan; 
3. pemerintahan berdasarkan undang-undang; 
4. peradilan tata usaha negara. 
Ciri-ciri diatas menunjukan bahwa ide sentral rechtsstaat adalah pengakuan 
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip 
kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan 
jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya 
pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu 
tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti 
pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.
83
 
Sedangkan paham the rule of law berkembang secara evolusioner sebagai 
usaha untuk melepaskan diri dari dari sistem absolutisme yang muncul sebagai 
reaksi terhadap absoultisme pemerintahan di Eropa, yang dikenal sebagai zaman 
ancient regime. Sehingga, secara historis isi inti dari paham the rule of law adalah 
adanya jaminan dan perlindungan tehadap hak-hak asasi manusia, dan kekuasaan 
raja harus berdasarkan hukum.
84
 A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting 




1. Supremacy of Law 
Artinya hukum diberi kedudukan yang tertinggi, hukum berkuasa penuh 
atas negara dan rakyat. Konsekuensinya, negara tidak dapat dituntut apabila 
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bersalah, “the state can do no wrong”, yang dapat dituntut hanyalah 
manusianya. Dalam hal ini negara tidak dapat identikkan dengan penjabat 
negara; negara tidak dapat bersalah, yang mungkin bersalah hanyalah 
penjabat negara, dan dialah yang dihukum.
86
 
2. Equality Before The Law 
Artinya, semua orang baik penjabat pemerintah maupun masyarakat 
biasa adalah sama statusnya menurut pandangan hukum. Unsur ini 
merupakan hal baik sebab tidak ada rasdiskriminasi subjek hukum dalam 
hukum. Hal ini merupakan pencerminan dari pendirian liberalisme, 




3. Due Process of Law 
Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas 
dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan 
pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang 
sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada 
dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan 
administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau 
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International Commission of Jurists yang merupakan suatu organisasi ahli 
hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 memperluas 
konsep mengenai rule of law, dan menekankan apa yang dinamakannya the 
dynamic aspects of the rule of law in the modern age. Bahwa, disamping hak-hak 
politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diakui dan dipelihara, dalam arti 
bahwa harus dibentuk standar-standar dasar sosial dan ekonomi. Penyelesaian soal 
kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran merupakan syarat agar rule of law 
dapat berjalan dengan baik. Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar 
terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law adalah :
89
 
1. perlindungan konstitusional;  
2. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independence and 
impartiality of judiciary); 
3. pemilihan umum yang bebas; 
4. kebebasan untuk menyatakan pendapat; 
5. kebebasan untuk berserikat; 
6. pendidikan kewarnegaraan (civic education). 
Keempat prinsip “rechtsstaat” yang dikembangkan oleh Julius Stahl 
tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “rule of 
law” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum 
modern di zaman sekarang.  
Bagir Manan mengemukakan, ajaran negara berdasarkan atas hukum (de 
rechtstaat dan the rule of law) yang mengandung esensi bahwa hukum adalah 
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supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan 
untuk tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan di atas 
hukum (above the law), semuanya ada di bawah hukum (under the rule of law). 
Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang 
(arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power), baik pada 
kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung 
pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan kekuasaan atau 
pembagian kekuasaan. Prinsip negara berdasarkan atas hukum dijalankan baik 
pada negara kerajaan (Inggris, Belanda, Jepang, Malaysia, dan lain-lain) maupun 




Dalam kaitan dengan arti negara hukum, Bagir Manan dan Kuntana Magnar 
membaginya dalam arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, negara 
berdasarkan hukum adalah negara dimana ada saling percaya antara rakyat dan 
pemerintah. Rakyat percaya pemerintah tidak akan menyalahgunakan 
kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan 
wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. Sedangkan 
dalam arti khusus, negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan 




Sedangkan M.Scheltema mengatakan bahwa setiap negara hukum 
mempunyai empat asas utama, yaitu het rechtszekerheidsbeginsel (asas kepastian 
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hukum), het gelijkheidsbeginsel (asas persamaan), het democratischebeginsel 
(asas demokrasi) dan het beginsel van de dienende overhead, government for the 
people (asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan kepada 
masyarakat).
92
 Kepastian hukum dapat diwujudkan apabila antara lain terdapat 
kemerdekaan dan independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya. Dengan kemerdekaan dan independensi penegak hukum dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya, setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang 
sama di depan hukum dan pemerintahan.
93
 




1. supremasi hukum (supremacy of law); 
2. persamaan dalam hukum (equality before the law); 
3. asas legalitas (due process of law); 
4. pembatasan kekuasaan; 
5. organ-organ eksekutif independen; 
6. peradilan bebas dan tidak memihak; 
7. peradilan tata usaha negara; 
8. peradilan tata negara (constitutional court); 
9. perlindungan hak asasi manusia; 
10. bersifat demokratis (democratische rechtsstaat);  
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11. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare 
rechtsstaat); 
12. transparansi dan kontrol sosial. 
Jadi, negara hukum atau negara berdasarkan hukum ialah negara yang 
pemerintahan, masyarakat, dan rakyatnya dalam bertindak selalu mengedepankan 
dan menegakkan hukum dengan legalitas dalam arti hukum dalam segala 
bentuknya. 
D. Teori Lembaga Negara 
Kata lembaga negara berasal dari serapan kata “staatsorgan” dalam bahasa 
Belanda atau “political institutions” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa 
Indonesia identik dengan kata lembaga negara, badan negara, atau disebut juga 
dengan organ negara.
95
 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 
“lembaga” memiliki beberapa arti salah satu arti yang paling relevan dengan 
penelitian ini ialah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu 
penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Kamus tersebut juga 
memberi contoh frase yang menggunakan kata lembaga, yaitu “lembaga 




Dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia, kata “staatsorgan” 
diterjemahkan sebagai “alat perlengkapan negara”. Dalam Kamus Hukum 
Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, kata “organ” juga 
diartikan sebagai “perlengkapan”. Karena itu, istilah lembaga negara, organ 
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negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali dipertukarkan satu 
sama lain. Akan tetapi, menurut Natabaya penyusun UUD 1945 sebelum 
perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan 
lembaga negara atau organ negara. Untuk maksud yang sama, Konstitusi RIS 
(Republik Indonesia Serikat) tahun 1949 tidak menggunakan istilah lain kecuali 
alat perlengkapan negara. Sedangkan UUD 1945 setelah perubahan keempat 
(tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak 




Secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan 
dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa 
disebut ornop atau Organisasi Non-Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut 
Non-Government Organization atau Non-Governmental Organizations (NGO’s). 
Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga 
masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara dapat berada 
dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.
98
  
Hans Kelsen mengenai the concept of the state organ dalam bukunya 
“General Theory of Law and State”, mengemukakan bahwa “whoever fulfills a 
function determined by the legar order is an organ”. Siapa saja yang menjalankan 
suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legar order) adalah suatu 
organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Selain organ yang 
berbentuk organik, lebih luas lagi setiap jabatan yang dikemukakan oleh hukum 
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dapat juga disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya bersifat menciptakan norma 
(norm creating) dan/atau bersifat menjalankan norma (norm applying). Hans 
Kelsen juga menguraikan pengertian organ negara dalam arti sempit, yaitu 
pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara hanya 
apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu (…he 
personally has a specific legal position).
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Setiap negara dijalankan oleh organ negara yang diatur dalam konstitusi. 
Pengaturan kewenangan organ negara dalam konstitusi dimaksudkan agar tercipta 
keseimbangan antara organ negara yang satu dengan lainnya (check and 
balances). Menurut A. Hamid Attamimi, dalam buku Azyumardi Azra 
menyebutkan bahwa konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, 
sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.
100
 Secara umum, 
konstitusi dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip dalam kehidupan 
bernegara yaitu salah satunya adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias 
politica dan adanya kontrol serta keseimbangan lembaga-lembaga 
pemerintahan.
101
 Pemahaman mengenai organ negara dikenal dengan trias 
politica yang berarti bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang 
kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan 
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Secara umum, alat-alat perlengkapan negara pada pokoknya dapat 
diklasifikasikan menjadi (1) organ yang bersumber langsung dari konstitusi dan 
(2) organ yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivative). Kedua jenis 
organ tersebut ada yang berwenang membentuk organ (alat kelengkapan negara) 
lainnya, tetapi ada pula yang tidak diberi hak untuk itu. Ada lembaga yang harus 
independen dan ada pula yang memiliki keterkaitan fungsional.
103
  
Bagir Manan mengategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat 
berdasarkan fungsinya, yakni :
 104
 
a. Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau 
bertindak untuk dan atas nama negara, seperti lembaga kepresidenan, DPR, 
dan lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan 
fungsi ini disebut alat kelengkapan negara. 
b. Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak 
bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya 
menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. 
Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga 
administratif. 
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c. Lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk 
menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai 
auxiliary organ/agency.  
Menurut Jimly Asshiddiqie dari segi hirarkinya, lembaga negara terbagi 
menjadi 3 lapis yakni : lapis pertama disebut sebagai “lembaga tinggi negara”, 
lapis kedua disebut sebagai “lembaga negara” dan lapis ketiga disebut dengan 
“lembaga daerah”. Dengan demikian, maka tidak ada lagi istilah “lembaga 
tertinggi negara” dan “lembaga tinggi negara”. 
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a. Pada lapis pertama, yang disebut lembaga negara dalam UUD 1945 yakni; 
Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK.  
b. Pada lapis kedua, lembaga negara ini ada yang mendapat kewenangan dari 
UUD ( misalnya KY, TNI, Kepolisian Negara, KPU, Bank Sentral dan 
Menteri Negara). Lembaga-lembaga tersebut ada yang ditentukan secara 
tegas baik nama maupun kewenangannya dalam UUD 1945, namun ada 
pula yang kewenangannya ada tetapi namanya tidak ada (misalnya KPU). 
Selain itu ada pula lembaga negara yang mendapat kewenangan dari UU 
(misalnya : Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, dsb).  
c. Pada lapis ketiga, merupakan organ konstitusi yang termasuk kategori 
lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau 
pembentuk peraturan dibawah UU (misalnya : Komisi Hukum Nasional, 
Komisi Ombudsman Nasional, dsb).  
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Selain itu, berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 maka ada pula yang disebut 
dengan “lembaga daerah”, yakni merupakan lembaga negara yang terdapat di 
daerah. Lembaga-lembaga tersebut adalah ; pemerintah daerah provinsi yakni 
Gubernur dan DPRD provinsi; Pemerintah Daerah kabupaten yakni DPRD 
Kabupaten dan Bupati; serta Pemerintah Daerah Kota, yakni Walikota dan DPRD 
Kota. Lembaga-lembaga daerah tersebut disebut secara eksplisit dalam UUD 




Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 
keberadaan negara. Pembentukan lembaga negara merupakan manifestasi dari 
mekanisme keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan 
sistem penyelenggaraan negara, yang di dalamnya mencakup mengenai 
kewenangan dan hubungan antar lembaga negara. Secara konseptual, tujuan 
diadakannya lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain 
untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi-fungsi 
pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus 
membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam 
rangka penyelenggaraan fungsi negara dan fungsi pemerintahan.
107
 
E. Teori Bantuan Hukum  
Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan 
hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin 
untuk mendapatkan perwakilan hukum dan di pengadilan baik litigasi maupun 














 Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan 
melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian bantuan hukum 
secara litigasi dilakukan dengan cara :
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1. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat 
penyidikan, dan penuntutan; 
2. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di 
persidangan; atau 
3. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerimaan bantuan 
hukum di pengadilan tata usaha negara.  
Sedangkan bantuan hukum non-litigasi adalah proses penanganan perkara 
hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 
Pemberian bantuan hukum secara non-litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Para 
Legal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup pemberi bantuan 
hukum yang telah lulus verikasi dan akreditasi.
110
 Dalam konteks bantuan hukum 
secara non-litigasi, ialah sebagai pendamping masyarakat, memberikan 
pertolongan pertama apabila terjadi pelanggaran hukum seperti melakukan 




Pemberian bantuan hukum secara non-litigasi meliputi kegiatan :
112
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1. penyuluhan hukum; 
2. konsultasi hukum; 
3. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik; 
4. penelitian hukum; 
5. mediasi; 
6. negoisasi; 
7. pemberdayaan masyarakat; 
8. pendampingan di luar pengadilan dan/atau; 
9. drafting dokumen hukum. 
Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga 
ditetapkan oleh lokarya bantuan hukum tingkat nasional tahun 1978 yang 
menyatakan bahwa bantuan hukum yang merupakan kegiatan pelayanan hukum 
yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara 
perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu 
maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. 
Lingkup kegiatannya meliputi : pembelaan; perwakilan baik di luar maupun di 
dalam pengadilan; pendidikan ; penelitian; dan penyebaran gagasan.
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Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat 
beberapa unsur, yaitu :
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1. penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu 
secara ekonomi; 
2. bantuan hukum diberikan baik di dalam ataupun di luar proses persidangan; 
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3. bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata 
maupun tata usaha negara; 
4. bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. 
Ruang lingkup bantuan hukum pada umumnya yang diberikan adalah :
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1. Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-
pihak, posita, dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan 
pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya. 
2. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana yang tersangkanya 
sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam 
perkara tindak pidana yang terdakwanya sedang akan diperiksa oleh 
pengadilan. 
3. Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata. 




a. Ajuridicial Right (model yuridis-individual)  
Model ajuridicial right menekankan pada sifat individualistis. Sifat 
individualistis ini maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapat hak 
untuk memperoleh bantuan hukum. 
b. Welfare Right (model kesejahteraan)  
Sistem hukum di Amerika Serikat agak berbeda. Bantuan hukum di 
Amerika Serikat berada dibawah pengaturan criminal justice act and economic 
opportunity act. Kedua peraturan tersebut mengarahkan bantuan hukum sebagai 
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alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka 
yang tidak mampu. 
Pembatasan pemberian bantuan hukum terbatas pada advokat dengan 
sendirinya akan bertentangan dengan peraturan yang telah ada, karena di dalam 
peraturan perundangan tersebut diidentifikasi pemberi bantuan hukum yaitu :
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1. Advokat/penasehat hukum 
2. Posbankum 
3. LBH 
4. Pekerja sosial/pendamping 
Selain bantuan hukum yang pada umumnya dilakukan oleh para Advokat, 
bantuan hukum juga dapat diberikan oleh pihak kejaksaan. Bantuan hukum yang 
dimaksudkan adalah bantuan hukum yang diberikan kepada intansi negara atau 
instansi pemerintah atau BUMN atau BUMD atau penjabat tata usaha negara, di 
dalam perkara perdata dan tata usaha negara yang didasarkan atas surat kuasa 
khusus (SKK). Bantuan hukum tersebut diberikan baik di dalam maupun luar 
pengadilan (misalnya melalui negoisasi, mediasi dan faslitiasi), baik yang terjadi 
di dalam maupun di luar negeri.
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Berbeda dengan konsep bantuan hukum yang termaktub dalam Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
119
, 
bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan 
hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, maupun definisi 
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bantuan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2003 tentang Advokat bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang 
diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.
120
 
Teori bantuan hukum yang diberikan kejaksaan tidak tunduk pada Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, melainkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. 
Teori bantuan hukum yang dimaksud, diberikan oleh kejaksaan kepada 
lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan 
Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk 
menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan 
pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. 
Pada hakekatnya, setiap permintaan bantuan hukum yang dimintakan oleh 
lembaga atau instansi pemerintah dan atau BUMN/BUMD dapat diterima oleh 
kejaksaan untuk diberikan bantuan hukum. Namun demikian, terhadap persoalan 
yang berkaitan dengan perbuatan pidana dan perbuatan pribadi penjabat 




Menurut instruksi Jaksa Agung Nomor:INS-002/G/9/1994 tentang Tata 
Laksana Bantuan Hukum, diketahui bahwa pemberian bantuan hukum harus 
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
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1. Terhadap sering permintaan bantuan hukum, dibuat telaahan yang memuat 
analisa hukum yang lengkap guna mengantisipasi kasus yang bersangkutan. 
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Kenyataan hukum diajukan setelah perkara perdata tesebut berjalan. 
Telaahan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dimana kekuatan, 
kelemahan, dan peluang menghadapi perkara tersebut. 
2. Intansi pemerintah atau lembaga negara di luar kejaksaan dalam 
kedudukannya sebagai tergugat atau penggugat, dapat memberikan kuasa 
kepada kejaksaan di tempat kedudukan tergugat atau penggugat. 
3. Dalam hal menjadi tergugat atau penggugat adalah Presiden, Menteri atau 
Penjabat Negara yang setingkat Menteri, surat kuasa khusus dengan hak 
subsitusi diberikan kepada Jaksa Agung RI, atau Jaksa Agung Muda Perdata 
Dan Tata Usaha Negara. Terhadap penjabat lainnya ditingkat pusat 
diberikan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, 
sedangkan untuk tingkat daerah diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi 
atau Kepala Kejaksaan Negeri. 
F. Dasar Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara 
Secara historis, tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia 
sebagai Pengacara Negara di bidang perdata telah dikenal sejak tahun 1922 (vide 
Staatblad 1922 No.522, Vertegenwoordigevan den lande in Rechten). Keberadaan 
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) merupakan 
bentuk upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara yang bertujuan 
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Kewenangan, tugas dan fungsi kejaksaan bidang perdata diatur berdasarkan 
beberapa peraturan perundang-undangan, yakni :
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1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia, diatur dalam : 
a. Pasal 30 ayat (2) :  
“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan 
kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar 
pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. 
 
b. Pasal 34 
“Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum 
kepada instansi pemerintah lainnya”. 
 
 
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia jo. Perpres 
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Perpres Nomor 38 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, 
diatur dalam : 
a. Pasal 24 ayat (1) 
“Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 
mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan 
wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara”. 
 
b. Pasal 24 ayat (2) 
“Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan 
hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada 
negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, 
lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha 
Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara 
untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan 
kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan 
hukum kepada masyarakat”. 
 
                                                 
124








Rumusan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 
38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 
Indonesia, di samping memberikan wewenang kepada JAMDATUN untuk 
melaksanakan fungsi perdata dan tata usaha negara yang merupakan 
bagian dari struktur dan sistem Kejaksaan Agung, kepada kejaksaan 
bidang perdata dan tata usaha negara juga diberikan penugasan untuk 
melaksanakan tugas dan kewenangan yang meliputi penegakan hukum, 
pelayanan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan 
hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/badan 
negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik 
negara/daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk 
menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakan 
kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum 
kepada masyarakat. 
 
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 009/A/JA/01/2011 
telah mengalami perubahan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik 
Indonesia Nomor : 006/A/JA/03/2014 tentang perubahan Peraturan 
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 000/A/JA/01/2011 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 
Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 292, 293 dan 294. 
a. Pasal 292 
(1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 
adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas 
dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha 








(2) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 
dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha 
Negara. 
 
b. Pasal 293 
(1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara 
mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan 
wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha 
negara; 
(2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan 
hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada 
negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, 
lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha 
Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara 
untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, 
menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta 
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. 
 
c. Pasal 294 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 293, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :  
a. perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha 
negara;  
b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata 
usaha negara;  
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
perdata dan tata usaha negara;  
d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di 
dalam negeri maupun di luar negeri;  
e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara;  
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara 
negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di 
Kejaksaan Negeri Pekanbaru belum berjalan maksimal. Hal tersebut 
diketahui dari jumlah perkara perdata yang ditangani atau yang 
menggunakan jasa bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan 
Negeri Pekanbaru dari tahun 2017-2021 yakni selama kurun waktu 5 (lima) 
tahun terakhir, adalah hanya terdapat 11 (sebelas) perkara. Jumlah tersebut 
tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan banyaknya animo lembaga 
pemerintah/BUMN/BUMD  Pekanbaru yang selama ini beracara (litigasi) di 
Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun tidak menggunakan jasa bantuan 
hukum Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, melainkan 
menggunakan kuasa hukum dari firma luar ataupun kuasa hukum dari biro 
hukum lembaga pemerintah/BUMN/BUMD tersebut masing-masing. Hal 
tersebut diketahui dari web direktori putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 
bagian perdata, yang menunjukan antusias lembaga 








menggunakan jasa bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara sangat tinggi. 
Padahal, banyak keuntungan atau manfaat yang akan didapatkan oleh para 
lembaga pemerintah/BUMN/BUMD Pekanbaru dengan menggunakan jasa 
Pengacara Negara berupa bantuan hukum (litigasi) dalam penyelesaian 
perkara di bidang perdata yang dihadapi. 
2. Adapun faktor penghambat dari tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum 
sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Pasal 30 
ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu: 1) Rata-rata para lembaga 
pemerintah/BUMN/BUMD Pekanbaru masih tidak memahami dan 
mengetahui fungsi kejaksaan dalam bidang penanganan perdata; 2) Tidak 
familiarnya kewenangan Jaksa Pengacara Negara atau tugas bantuan hukum 
kejaksaan sebagai Pengacara Negara dikalangan lembaga pemerintah, 
BUMN dan BUMD  Kota Pekanbaru; 3) Masing-masing lembaga rata-rata 
sudah memiliki biro hukum tersendiri untuk mewakili kepentingan lembaga 
tersebut; 4) Ada rasa segan dari lembaga pemerintah/BUMN/BUMD untuk 
menggunakan Pengacara Negara dalam mewakili kepentingannya; 5) 
Kendala dari interen lembaga kejaksaan; 6) Kendala dari ekstern lembaga 
kejaksaan, dalam perangkat perundang-undangan; 7) Belum adanya secara 
tegas suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur kejaksaan 
sebagai Kantor Pengacara Negara yang diharuskan menyelesaikan perkara-
perkara di bidang perdata pada perseorangan/badan usaha; 8) Adanya 








maupun badan hukum untuk menyerahkan kuasa khusus kepada kejaksaan; 
9) Penggunaan jasa Pengacara Negara kejaksaan tidak bersifat mandatory 
atau kewajiban, melainkan optional atau pilihan. 
B. Saran  
Untuk terlaksananya tugas bantuan hukum kejaksaan sebagai pengacara 
negara di bidang perdata litigasi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagaimana 
diamanatkan oleh Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia, maka penulis mencoba memberikan beberapa 
saran yaitu : 
1. Kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru melalui unit Datun, agar gencar dalam 
melakukan upaya pendekatan dan sosialisasi hukum terhadap setiap 
lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) yang ada di Pekanbaru, dalam rangka 
memperkenalkan tugas bantuan hukum kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara 
Negara di bidang perdata dan melakukan kerja sama atau MoU. 
2. Kepada para lembaga pemerintah/BUMN/BUMD yang ada di Pekanbaru, 
agar menggunakan jasa bantuan hukum pengacara negara kejaksaan secara 
litigasi di bidang perdata dalam membela kepentingannya di Pengadilan 
guna menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara dan menegakan 
kewibawaan pemerintah. 
3.  Kepada lembaga legislatif, dari sisi yuridis fungsi Jaksa dapat mewakili 
negara atau pemerintah dalam bidang perdata, landasan hukumnya sudah 








memerlukan landasan hukum yang lebih kuat setingkat undang-undang. 
Sehingga, diperlukan undang-undang khusus tentang Pengacara Negara 
dalam kerangka reformasi hukum. Karena, secara yuridis peraturan 
perundang-undangan tentang eksistensi Jaksa Pengacara Negara (JPN) 
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1. Apakah ada lembaga instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang 
mengadakan kerja sama/MoU kepada pihak kejaksaan di bidang perdata 
khususnya ? 
2. Lembaga instansi pemerintah/BUMN/BUMD apa saja yang mengadakan 
kerja sama/ MoU kepada pihak kejaksaan di bidang perdata khususnya ? 
3. Dalam bentuk kerja sama seperti apa antara lembaga instansi 
pemerintah/BUMN/BUMD dengan pihak kejaksaan biasanya ?   
4. Berapa lama telah menjabat sebagai jaksa pengacara negara ? 
5. Berarti bapak sebagai Kepala bidang DATUN juga sebagai JPN atau 
hanya kepala bidang DATUN saja ? 
6. Berapa jumlah perkara yang ditangani JPN Kejaksaan Negeri Pekanbaru 
selama 5 tahun terakhir ? 
7. Selama menjadi JPN, sudah berapa perkara yang ditangani secara litigasi 
sampai ada putusan hakim? 
8. Biasanya perkara perdata yang ditangani perkara seperti apa? 
9. Melihat animo lembaga instansi pemerintah/BUMN/BUMD lainnya yang 
kurang antusias dalam penggunaan jasa bantuan hukum secara litigasi 
yang diberikan oleh Kejaksaan berupa JPN, menurut ibu/bapak apa faktor 
penghambatnya ?  
10. Padahalkan Kejaksaan diberi wewenang untuk menjadi kuasa hukum 
lembaga instansi pemerintah/BUMN/BUMD dalam pasal 30 (2) UU No. 
16 Tahun 2004 dalam rangka penyelamatan kekuangan/kekayaan negara, 
pemulihan keuangan dan menjaga wibawa pemerintah, selain itu dapat 
menambah pemasukan negara melalui pendapat negara bukan pajak oleh 
kejaksaan, kenapa masih jarang lembaga instansi 
pemerintah/BUMN/BUMD lainnya yang menggunakan jasa bantuan 
hukum JPN secara litigasi ? 
11. Apa benefit yang didapatkan apabila lembaga instansi 
pemerintah/BUMN/BUMD lainnya menggunakan jasa bantuan hukum 
JPN ? Apakah ada perbedaan dengan firma hukum luar ? 
12. Dalam pasal 30 (2) UU No. 16 Tahun 2004 dijelaskan tentang 
kewenangan jaksa dibidang perdata, dan detail diatur dalam PERJA 
Nomor:PER-025/A/JA/11/2015, itu sifatnya memaksa apabila lembaga 
instansi pemerintah/BUMN/BUMD tidak menggunakan JPN akan 
dikenakan sanksi, atau hanya berupa anjuran atau seperti apa sifatnya ? 
13. Berdasarkan direktori putusan web Pengadilan Negeri Pekanbaru kelas II 
di bidang perdata yang saya telusuri, banyak lembaga instansi 
pemerintah/BUMN/BUMD seperti BPN, Bank BRI, KPKNL yang 
beracara di pengadilan, namun kuasa hukumnya tidak ada yang dari JPN. 
Kemarin saya pergi ke BPN, karena BPN lembaga yang paling banyak 
beracara di pengadilan, dan penjelasan mereka, mereka punya sub seksi 
penanganan sengketa, konflik dan perkara, jadi orang-orang di sub seksi 
ini yang membela kepentingan BPN dalam beracara, karena posisinya 
sama kayak JPN, jadi tidak perlu JPN lagi, begitu penuturannya. Itu 
bagaimana pak/buk ? Apakah itu jadi salah satu faktor ? Apakah itu 
diperbolehkan ? Apakah benar posisinya sama seperti JPN ?  
14. Apakah definisi bidang advokasi yang dimiliki oleh lembaga 
negara/BUMN/BUMD sama definisninya dengan firma hukum ? 
15. Bagaimana SDM JPN di kejaksaan ini ? 
16. Bisa ceritakan tentang pengalaman dalam menangangi kasus perdata ? 
17. Bagaimana/apa peran JPN di bidang perdata ? 
18. Apakah perlu jaksa memiliki kewenangan sebagai pengacara negara ? 
19. Apakah bisa lembaga yang tidak mengadakan MoU meminta jasa JPN ? 
20. Bagaimana independensi seorang JPN dalam menjalankan fungsinya 
memberikan jasa bantuan hukum, misalnya kejaksaan sebgai lembaga 
pemerintah digugat secara perdata, apakah tidak terjadi conflict of interest 
disini, atau barangkali kejaksaan akan menyewa advokat dari firma hukum 
luar ? 
21. Sedikitnya perkara perdata yg masuk dikejaksaan, apakah memang banyak 
lembaga pemerintah/bumn yang tidak berkonflik atau seperti apa ? 
22. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kasi Datun dalam memperkenalkan 
kewenangan kejaksaan sebagai JPN ?  
23. Siapa saja yang dapat menggunakan jasa bantuan hukum JPN ? 
24. Menurut ibu/bapak, apakah para instansi pemerintah/BUMN/BUMD 
sudah banyak mengetahui tentang kewenangan kejaksaan sebagai JPN 
untuk memberikan bantuan hukum ? 
25. Apa faktor mendukung terlaksananya fungsi bantuan hukum JPN sejauh 
ini ? 
26. Dalam hal ini kejaksaan memiliki wewenang sebagai jaksa, berarti tunduk 
pada dasar yuridis UU kejaksaan atau UU Advokat No. 18 Tahun 2003 ? 
27. Bagaimana urgensi kehadiran JPN di tengah pesatnya perkembangan 
hukum serta kebiasaan dalam dunia usaha ? Sedangkan di luar sana sudah 
banyak firma hukum luar. 
28. Menurut bapak/ibu apakah fungsi JPN kurang dimanfaatkan oleh negara 
atau pemerintah guna membela kepentingannya pada perkara perdata yang 












Gambar 1 : Bersama Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sekaligus   
Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru Jaksa Ridwan 










Gambar 2 :  Bersama Kepala Sub Seksi Perdata sekaligus Jaksa Pengacara Negara 
Kejaksaan Negeri Pekanbaru Jaksa Jefry Armando Putra, S.H., M.H.  

























Gambar 4 :  Persiapan menuju wawancara riset ke ruangan seksi perdata dan tata 
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